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RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU 

PADA IPPKH PT ARTHA TUNGGAL MANDIRI 

 

1. IDENTITAS LVLK 

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com 

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut 

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Artha Tunggal Mandiri 

b. Alamat Kantor : Jl Pulau Derawan, RT 31 Tanjung Redeb 

c. Jenis Izin Usaha : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 

d. SK IPPKH : No. 61/1/IPPKH/PMDH/2017 Tanggal 3 Juli 2017 

e. Luas & Lokasi IPPKH : 310,43 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

f. Email : hipolitus.seran@arthatunggalmandiri.com 

g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama  :  Bob Yanuar 
Direktur             :  Ferdian Purnamasidi 
Direktur             :  Frans Juli Santoso 
Direktur             :  Zafril Ansgar Hamzah 
Komisaris Utama  :  Agoes Projosasmito 
Komisaris           :   Ieneke Santoso 

h. Management Representatif : Guruh Rosandi 
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1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Pertemuan 

Pembukaan 

12 Februari 2018 
Kantor PT Artha 
Tunggal Mandiri  

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  
b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 
dan  standar acuan yang digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 
menandatangani pernyataan menjaga 
kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 
penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan 
Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen 

dan Observasi 

Lapangan 

12 - 15 Februari 2018 
Kantor & Areal Kerja 

PT Artha Tunggal 
Mandiri 

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan 
dokumen, wawancara dan pemeriksaan 
lapangan/uji petik terhadap data, dokumen 
serta menganalisa kesesuaiannya. 

Pertemuan 

Penutupan 

15 Februari 2018 
Kantor PT Artha 
Tunggal Mandiri 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) 
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan 
ketidaksesuaian.  
 
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan 
LKS. 
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan 
Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Pengambilan 

Keputusan Sertifikasi   
Samarinda, 

1 Maret 2018 

a. Kantor PT Artha Tunggal Mandiri 
dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria 
standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen 
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. 

b. Kepada Kantor PT Artha Tunggal Mandiri 
dapat diterbitka Sertifikat Legalitas Kayu   
(S-LK) dengan masa berlaku selama 1 
(satu) tahun. 
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2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU 

A. PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu 

 

1. Indikator 1.1.1: Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal 

pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 1.1.1.a. 

ILS/IPK pada areal 

pinjam pakai 

Memenuhi a. ILS terletak pada areal yang telah 
disetujui dan disahkan sebagai kawasan 
pinjam pakai. 

b. Ada persetujuan dokumen lingkungan 
(antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha 
non kehutanan 

Seluruh syarat perizinan telah dipenuhi, 

yaitu : 

a. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang 
berlaku dan melekat sebagai izin IPK. 

IPPKH diterbitkan oleh Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal  Nomor: 

61/1/IPPKH/PMDH/2017, tentang Izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk 
Kegiatan Operasi Produksi 

Batubara dan Sarana 
Penunjangnya Pada Kawasan Hutan 

Produksi Tetap Atas Nama PT. Artha 
Tunggal Mandiri, di Kabupaten Berau, 
Provinsi Kalimantan Timur seluas 

310,43 Hektar.  Tanggal 3 Juli 2017.  
Ditandatangani oleh Kepala BKPM 
(atas nama Menteri LHK RI) Thomas 

Trikasih Lembong. 
IPPKH tersebut, seluruhnya berada 

pada Areal IUPHHK PT. Tanjung Redeb 
Hutani yang telah memiliki sertifikat 
PHPL dengan kategori “BAIK” sesuai 

hasil Penilikan ke-3 tanggal 12 Juni 
2017.  Namun hal tersebut sebagai 

pengecualian dari ketentuan pasal 12 
ayat (1) poin b. Permen LHK nomor 
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NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

P.50/menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 
tentang Pedoman Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan karena sebelumnya 

telah terbit Izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan untuk kegiatan Ekplorasi 

Batubara dari Menteri Kehutnan RI 
Nomor: SK.332/Menhut-II/2012 
tanggal 5 Juli 2012 a.n. PT. Artha 

Tunggal Mandiri seluas 2.179,89 
hektar yang telah diperpanjang 

sesuai SK Menteri Kehutanan RI 
nomor: SK.5504/Menhut-
VII/PKH/2014, tanggal 27 Agustus 

2017 a.n. PT. Artha Tunggal Mandiri 
seluas 2.179,89 hektar.  
 

Berkaitan dengan izin lingkungan, 
didukung dua SK Bupati Berau yaitu: 

 
a. Keputusan Bupati Berau Nomor: 797 

Tahun 2014 Tanggal 24 November 

2014, Tentang Kelayakan Lingkungan 
Hidup Rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan Pertambangan Batubara 
Seluas ± 2.993 Ha dengan Kapasitas 
Produksi 1.980.000 MT/Tahun di 

Kampung Tasuk Kecamatan Gunung 
Tabur Kabupaten Berau Provinsi 
Kalimantan Timur oleh PT. Artha 

Tunggal Mandiri. 
b. Keputusan Bupati Berau Nomor: 798 

Tahun 2014 Tanggal 24 November 
2014, Tentang Izin Lingkungan 
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 

Pertambangan Batubara Seluas ± 
2.993 Ha dengan Kapasitas Produksi 

1.980.000 MT/Tahun di Kampung 
Tasuk Kecamatan Gunung Tabur 
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan 
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NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Timur oleh PT. Artha Tunggal Mandiri. 
Disamping itu, PT. Artha Tunggal Mandiri 
telah memiliki dokumen dasar hukum / 

perizinan perusahaan yang lengkap, 
diantaranya Akta pendirian, SIUP, TDP 

dan NPWP. 

2 1.1.1.b 

Peta lampiran ILS/IPK 

pada areal izin pinjam 

pakai (dilampiri izin 

pinjam pakai dan 

petanya) 

Memenuhi Letak lokasi ILS sesuai dengan peta izin 
pinjam pakai kawasan. 

 

a. Terdapat Peta Lampiran IPPKH Skala 

1: 25.000 yang sudah mendapat 
pengesahan Kepala BKPM atas nama 

Menteri LHK RI. 

b. Pengecekan lapangan dilakukan pada:  

 Patok nomor 102.2 sebagai batas 

Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

sekaligus batas cruissing IPK di titik 

koordinat  20 15’ 4” LU dan 1170 21’ 

16,7” BT  menunjukkan kesesuaian 

dengan peta. Batas IPK ditandai 

dengan patok  ukuran 15X15 cm 

dan rintisan batas dengan cat 

merah dan pita warna orange. 

 Patok batas Pinjam Pakai sekaligus 

batas cruissing IPK nomor 49.1 di 

titik koordinat 20 14’ 45,2” LU dan 

1170 20’ 35,5” BT menunjukkan 

kesesuaian dengan peta. Batas IPK 

ditandai dengan patok  ukuran 

15X15 cm dan rintisan batas 

dengan cat merah dan pita warna 

orange. 
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2. Indikator 1.2.1: Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR. 

 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3 1.2.1.a. 

Izin HTR 
N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 

bukan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR 

4 1.2.1.b 

Peta Lampiran HTHR 
N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 

bukan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR 

 

3. Indikator 1.3.1: Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang 

dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan. 

 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5 1.3.1.a. 

Izin usaha dan lampiran 

petanya (bagi 

pemegang IPK sama 

dengan pemegang izin 

usaha) 

N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 
bukan IPK pada areal kawasan hutan yang 
dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non 
kehutanan 

6 1.3.1.b 

Izin usaha dan lampiran 

petanya (bagi 

pemegang IPK yang 

berbeda dengan 

pemegang izin usaha) 

N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 
bukan IPK pada areal kawasan hutan yang 
dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non 
kehutanan 

7 1.3.1.c 

IPK pada areal yang 

dilepaskan 

N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 
bukan IPK pada areal kawasan hutan yang 
dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non 
kehutanan 

8 1.3.1.d 

Peta lampiran IPK 
N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 

bukan IPK pada areal kawasan hutan yang 
dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non 
kehutanan 

9 1.3.1.e 

Dokumen sah memuat 

perubahan status 

kawasan (bagi 

N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 
bukan IPK pada areal kawasan hutan yang 
dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non 
kehutanan 
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NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

pemegang IPK sama 

dengan pemegang izin 

usaha) 

 

4. Indikator 1.3.2: IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman 

transmigrasi. 

 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10 1.3.2.a. 

IPK pada areal yang 

dilepaskan 

N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 
bukan IPK pada areal kawasan hutan yang 
dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi 

11 1.3.2.b 

Peta lampiran IPK 
N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 

bukan IPK pada areal kawasan hutan yang 
dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi 

 

5. Indikator 1.4.1: Pelaku usaha memiliki IPK pada APL 

 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

12 1.4.1.a. 

Dokumen rencana 

IPK/ILS (survey potensi) 

N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 
bukan IPK pada APL 

13 1.4.1.b 

Peta lampiran IPK 

Izin usaha dan lampiran 

petanya (bagi 

pemegang IPK sama 

dengan pemegang izin 

usaha) 

N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 
bukan IPK pada APL 

14 1.4.1.c 

Izin usaha dan lampiran 

petanya (bagi 

N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 
bukan IPK pada APL 
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NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

pemegang IPK yang 

berbeda dengan 

pemegang izin usaha) 

15 1.4.1.d 

IPK pada APL 
N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 

bukan IPK pada APL 

16 1.4.1.e 

Peta lampiran IPK 
N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 

bukan IPK pada APL 

 

6. Indikator 1.4.2: IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi 

 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17 1.4.2.a. 

IPK pada APL 
N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 

bukan IPK pada APL untuk pemukiman 
transmigrasi 

18 1.4.2.b 

Peta lampiran IPK 
N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha 

bukan IPK pada APL untuk pemukiman 
transmigrasi 

 

B. PRINSIP 2:  Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta 

pengangkutan kayu 

 

7. Indikator 2.1.1: IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19 2.1.1.a. 

Dokumen rencana 

penebangan IPK/ILS 

Memenuhi Rencana penebangan IPK/ILS disahkan 
oleh pejabat yang berwenang. 
 
Karena IPPKH berlaku juga sebagai IPK, 

maka tidak diperlukan dokumen rencana 

penebangan yang perlu pengesahan dari 

otoritas setempat. Dokumen rencana IPK 

termuat dalam Dokumen Rencana Izin 

Pinjam Pakai Kawasan tahun 2018 PT. 
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NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Artha Tunggal Mandiri di Kampung Tusuk, 

Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten 

Berau yang diterbitkan secara internal. 

Luas Kegiatan Pemanfaatan Kayu seluas 

± 104,68 Hektar yang terletak pada areal 

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah 

sesuai dengan yang terdapat dalam SK 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal  Nomor: 61/1/IPPKH/PMDH/2017. 

Adapun volume  kayu yang direncanakan 

sebanyak : 2.893,12 m3 kayu bulat dan 

kayu bulat kecil. 

Dokumen Rencana Tebang tersebut 

sudah diunggah pada SIMPONI sebagai 

bahan perhitungan PNBP online sesuai 

bukti printout yang diberikan kepada 

auditor. 

 

8. Indikator 2.1.2: Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang 

dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya. 

 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20 2.1.2.a. 

Dokumen potensi 

tegakan pada areal 

kerja 

Memenuhi Tersedia laporan survey potensi dan 
laporan uji petik hasil survey potensi 
 Tersedia Berita Acara Survey Potensi 

intensitas 100% pada tanggal 23 

November 2017 yang diketuai oleh Tim 

Survey sdr. Rajab sebagai Ganis Canhut 

PT. Artha Tunggal Mandiri dengan 

nomor register 01985-

13/CANHUT/XX/2013, pada areal IPPKH 

SK Nomor: 61/1/IPPKH/PMDH/2017. 

Luas Areal yang disurvey 309,97 Hetar 

dengan Volume 2.893,12 m3.  Adapun 
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NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

jenis kayu yang didapatkan sebanyak 

39 jenis komersil yang terbagi dalam 

kelompok meranti sebanyak 1.288,74 

m3, kelompok rimba campuran 

sebanyak 1.416,70 m3 Kelompok Indah 

I sebanyak 115,34 m3 dan kelompok 

indah II (ulin) sebanyak 72,34 m3. 

 Terdapat dokumen Fakta Integritas 

Nomor: 035/ATM-LEG/EH-R/XI/2017  

tanggal 23 November 2017 yang 

memuat pengakuan PT. Artha Tunggal 

Mandiri telah melaksanakan Timber 

Cruissing sesuai BA pada tanggal 23 

November 2017 dan akan bertanggung 

jawab sepenuhnya  atas hasil 

pelaksanaan timber cruissing tersebut. 

Fakta integritas ditandatangani diatas 

materai yang cukup oleh  Rajab sebagai 

Ganis Canhut dan FX. Evanto 

Herlambang sebagai Kepala teknik 

tambang.  

 Hasil uji petik kesesuaian letak geografis 

di lapangan pada koordinat 20 14’ 45,2” 

LU dan 1170 20’ 35,4” BT menunjukkan 

adanya tanda-tanda kegiatan cruissing 

benar dilakukan dengan pemberian 

label merah pada pohon yang akan 

diproduksi, disertai dengan nama dan 

ukuran pohon. 

21 2.2.2.b 

Dokumen produksi kayu 

(LHP) 

Memenuhi  1. LHP dibuat oleh Ganis PKB dan 
disahkan oleh Wasganis PKB 
2. Sesuai antara uji petik fisik dengan LHP 
(nomor batang, volume dan jenis kayu) 
3. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan 
tanda tangan pada kartu Ganis 
 PT. Artha Tunggal Mandiri belum 

membuat LHP. Kegiatan di lapangan 
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NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

baru sampai tahap penebangan kayu 

(land clearing).  Kayu belum diukur dan 

di LHP-kan. 

 PT. Artha Tunggal Mandiri memiliki satu 

orang Tenaga teknis PHPL PKB-R yaitu 

atas Nama Guruh Rosandi, dengan 

Register 01894-13/PKB-R/XX/2016. 

Berlaku s/d 17 Maret 2019. Ditetapkan 

sebagai PENERBIT LHP secara self 
approval sesuai SK Direktur PT. Artha 

Tunggal Mandiri nomor: 017/ATM-

LEG/BY/HS/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 

2017. 

 Sudah tersedia perangkat SIPUHH 

Online (Printer barcode, label barcode, 

internet, perangkat laptop) 

 Sudah tersedia operator SIPUHH Online 

(Guruh Rosandi), sesuai Surat 

pengangkatan nomor: 001/ATM-

Ber/KTT/I/2018 tanggal 19 Januari 

2018. Ditandatangani oleh Direktur: Bob 

Yanuar. 

 Sudah tersedia hak akses SIPUHH 

Online (sudah online) dari BPHP 

Wilayah XI Samarinda. 

 Tersedia Surat penetapan TPn dan TPK 

Hutan nomor : 039/ATM-LEG/BY-

GR/XII/2017 tanggal 11 Desember 

2017. Ditandatangani oleh Direktur: Bob 

Yanuar. 

 Tersedia Surat Penetapan TPK Antara 

nomor: 038/ATM-LEG/BY-GR/XII/2017 

tanggal 11 Desember 2017. 

Ditandatangani oleh Direktur: Bob 

Yanuar. 

Atas dasar kelengkapan sarpras dan SDM 

yang ada, PT. Artha Tunggal Mandiri 
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NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dinilai telah siap untuk memenuhi salah 

satu ketentuan tata usaha kayu yaitu 

pembuatan laporan hasil produksi (LHP).  

 

9. Indikator 2.2.1: Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran 

kehutanan. 

 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

22 2.2.1.a. 

Dokumen SPP (Surat 

Perintah Pembayaran) 

DR dan/atau PSDH 

telah diterbitkan. 

Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume 
dan tarif) sesuai dengan LHP yang 
disahkan. 

 PT. Artha Tunggal Mandiri belum 

menerbitkan LHP sehingga belum ada 

pembayaran PNBP untuk PSDH/DR dari 

hasil LHP. 

 Namun tersedia bukti pembuatan 

tagihan PNBP untuk: 

a. 25 % PSDH, dengan kode billing 

820171222721557, terbit tanggal 22 

Desember 2017, kadaluarsa tanggal 

29 Desember 2017. Senilai 

Rp.46.921.340,-.  PSDH dihitung 

terhadap empat kelompok kayu yaitu 

kelompok meranti sebesar 322,19 

m3, kelompok rimba campuran 

sebesar 354,18 m3, kelompok indah I 

sebesar 28,84 m3 dan kelompok 

indah II (ulin) sebesar 18,09 m3. 

b. 25% DR, dengan kode billing 

820171222717742, terbit tanggal 

terbit tanggal 22 Desember 2017, 

kadaluarsa tanggal 29 Desember 

2017, senilai USD 10.942,31. DR 

dihitung terhadap tiga jenis kelompok 
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NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 
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kayu yaitu kelompok meranti sebesar 

322,19 m3, kelompok rimba 

campuran sebesar 354,18 m3  dan 

kelompok indah sebesar 46,93 m3. 

23 2.2.1.b. 

Bukti Setor DR dan/atau 

PSDH 

 

Memenuhi DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas 
dan sesuai dengan dokumen SPP. 

• PT. Artha Tunggal Mandiri belum 

menerbitkan LHP sehingga belum ada 

pembayaran PNBP untuk PSDH/DR dari 

hasil LHP. 

• Namun tersedia bukti pembayaran atau 

penerimaan negara untuk: 

a. 25 % PSDH, untuk kode billing 

820171222721557, terbit tanggal 22 

Desember 2017, kadaluarsa tanggal 

29 Desember 2017. Senilai 

Rp.46.921.340,-.  Telah dibayar lunas 

pada tanggal 28 Desember 2017 dan 

tidak melampaui masa kadaluarsa 

senilai Rp. Rp.46.921.340,- melalui 

bank BNI.   

b. 25% DR, dengan kode billing 

820171222717742, terbit tanggal 

terbit tanggal 22 Desember 2017, 

kadaluarsa tanggal 29 Desember 

2017, senilai USD 10.942,31. Telah 

dibayar lunas pada tanggal 28 

Desember 2017 dan tidak melampaui 

masa kadaluarsa USD 10.942,31.,- 

melalui bank BNI.   

24 2.2.1.c. 

Kesesuaian tarif DR dan 

PSDH atas kayu hutan 

alam (termasuk hasil 

kegiatan penyiapan 

Memenuhi Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai 
dengan persyaratan ukuran dan dibayar 
sesuai dengan tarif. 

Perhitungan tagihan PNBP PSDH dan 

PNBP DR sudah dihitung secara otomatis 
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lahan untuk 

pembangunan hutan 

tanaman) dan 

kesesuaian tarif PSDH 

untuk kayu hutan 

tanaman 

oleh sistem informasi PNBP online 

(SIMPONI) Dirjen Anggaran Kementrian 

Keuangan RI, yang sudah disesuaikan 

dengan besaran tarif PSDH dan tarif DR 

yang berlaku untuk wilayah Kalimantan 

dan Maluku. Untuk kategori ukuran, 

pembayaran 25% DR dan 25% PSDH 

seluruhnya masih dikategorikan sebagai 

kayu bulat besar.  Setelah produksi 

berjalan perhitungan kelas diameter baru 

mulai diberlakukan.   

 

10. Indikator 2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang 

sah. 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

25 2.2.2.a. 

FAKB dan DKB untuk 

KBK diterbitkan sesuai 

dengan ketentuan 

Memenuhi Seluruh FAKB dilengkapi dengan DKB 
untuk KBK sesuai dengan ketentuan 
 

Selama periode audit, PT. Artha Tunggal 

Mandiri belum menerbitkan SKSHHK, 

karena belum memiliki stock kayu bulat 

yang sudah dilaporkan (LHP).   

Disamping itu, calon petugas penerbit 

SKSHHK belum dimiliki, maka untuk 

mengisi kekurangan satu orang tenaga 

Ganis PKB-R, yang akan ditugaskan 

sebagai penerbit SKSHHK, PT. Artha 

Tunggal Mandiri sudah melakukan 

prosedur peminjaman Ganis PKB-R dari 

perusahaan satu Grup yaitu dari PT. 

Nusantara Berau Coal.  Adapun Ganis 

yang diajukan peminjaman adalah: Sulis 

Haryanto, dengan Register 00273-

11/PKB-R/XX/2011. Berlaku s/d 19 Mei 
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2020.  Prosedur yang sudah dijalankan 

berupa: 

 Persetujuan Peminjaman Ganis PKB-

R dari PT. Nusantara Berau Coal 

sesuai Surat nomor: 205/NBC-

Ber/XI/2017 tanggal 27 November 

2017. 

 Permohonan rekomendasi 

Peminjaman Ganis PHPL PKB-R ke 

Kepala BPHP wilayah XI Samarinda 

sesuai Surat nomor: 006/ATM-

Ber/KTT/II/2018 tanggal 11 Februari 

2018. (masih dalam proses).  

Proses persetujuan/rekomendasi dari 
BPHP diperkirakan tidak akan melebihi 
jangka waktu satu minggu, sehingga PT. 

Artha Tunggal Mandiri dinilai sudah siap 
melaksanakan prosedur tata usaha kayu 

untuk penerbitan SKSHHK-KB dan 
SKSHHK-KBK 

26 2.2.2.b 

SKSKB dan DKB untuk 

KB 

Memenuhi  Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB 
untuk KB sesuai dengan ketentuan  
 

Selama periode audit, PT. Artha Tunggal 

Mandiri belum menerbitkan SKSHHK, 

karena belum memiliki stock kayu bulat 

yang sudah dilaporkan (LHP).   

Disamping itu, calon petugas penerbit 

SKSHHK belum dimiliki, maka untuk 

mengisi kekurangan satu orang tenaga 

Ganis PKB-R, yang akan ditugaskan 

sebagai penerbit SKSHHK, PT. Artha 

Tunggal Mandiri sudah melakukan 

prosedur peminjaman Ganis PKB-R dari 

perusahaan satu Grup yaitu dari PT. 

Nusantara Berau Coal.  Adapun Ganis 

yang diajukan peminjaman adalah: Sulis 
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Haryanto, dengan Register 00273-

11/PKB-R/XX/2011. Berlaku s/d 19 Mei 

2020.  Prosedur yang sudah dijalankan 

berupa: 

 Persetujuan Peminjaman Ganis PKB-

R dari PT. Nusantara Berau Coal 

sesuai Surat nomor: 205/NBC-

Ber/XI/2017 tanggal 27 November 

2017. 

 Permohonan rekomendasi 

Peminjaman Ganis PHPL PKB-R ke 

Kepala BPHP wilayah XI Samarinda 

sesuai Surat nomor: 006/ATM-

Ber/KTT/II/2018 tanggal 11 Februari 

2018. (masih dalam proses).  

Proses persetujuan/rekomendasi dari 
BPHP diperkirakan tidak akan melebihi 
jangka waktu satu minggu, sehingga PT. 

Artha Tunggal Mandiri dinilai sudah siap 
melaksanakan prosedur tata usaha kayu 

untuk penerbitan SKSHHK-KB dan 
SKSHHK-KB 

 

11. Indikator  2.3.1 : Implementasi Tanda V-Legal 

 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

27 2.3.1. 

Tanda V-Legal yang 

dibubuhkan sesuai 

ketentuan. 

N/A PT. Artha Tunggal Mandiri belum memiliki 
lisensi penggunaan tanda V-Legal, 
sehingga verifier ini belum diberlakukan. 
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12. Indikator  3.1.1 : Prosedur dan implementasi K3 

 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 
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28 3.1.1.a 

Pedoman/prosedur K3. 
Memenuhi Tersedia pedoman/prosedur  K3 dan 

personel yang ditunjuk untuk bertanggung 
jawab dalam implementasi pedoman K3 
(beserta surat penunjukannya). 

Sebagai perusahaan pertambangan, yang 

yang mengandung karakteristik potensi 

bahaya tinggi, PT. Artha Tunggal Mandiri 

sudah berkomitmen untuk memenuhi dan 

melaksanakan SMK3 yang diprogramkan 

pemerintah sesuai PP nomor 50 tahun 

2012, dan Permenaker nomor 

Per.05/Men/1996.  Hal ini dibuktikan 

dengan pemenuhan SOP K3 untuk seluruh 

tahapan kerja seperti  SOP Penebangan 

(SOP -  survey- 0001).  Tujuannya untuk 

mengurangi resiko kecelakaan dan 

kesehatan serta terciptanya lingkungan 

kerja yang aman, efisien dan produkstif. 

29 3.1.1.b 

Ketersediaan peralatan 

K3. 

Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan 
dan berfungsi baik. 
 
Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh 

perusahaan pertambangan diterapkan 

secara ketat dan menjadi prioritas dalam 

kegiatan operasional sehari-hari. 

Contohnya, induksi dan pengarahan 

kepada setiap karyawan/pekerja maupun 

tamu/individu yang akan memasuki areal 

pertambangan dengan ketat dan 

terdokumentasi. 

Pada saat audit telah ditemukan adanya 

bukti peralatan K3 di kantor dan di 



18 

 

RESUME HASIL 

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

No Dokumen : FVLK-16 

Revisi : L 

Tanggal Terbit : 01 April 2017 

Halaman :  

 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

lapangan berupa APAR, jalur evakuasi, 

Kotak P3K, rambu-rambu lalulintas 

disepanjang jalan angkutan, ketersediaan 

poliklinik dan unit  ambulan yang 

dilengkapi dengan dokter jaga dan tenaga 

medis pembantu.  Penggunaan APD oleh 

seluruh pekerja wajib diterapkan disertai 

dengan sangsi terhadap pelaku 

pelanggaran. 

30 3.1.1.c 

Catatan kecelakaan 

kerja 

Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian 
kecelakaan kerja secara lengkap dan 
upaya menekan tingkat kecelakaan 
kerja dalam bentuk program K3 
 
Terdapat Laporan Triwulan kecelakaan 

kerja yang tergabung dalam Laporan 

Triwulan Kegiatan Operasi Produksi yang 

meliputi konstruksi, penambangan, 

lingkungan, keselamatan kerja dan 

pengembangan 

masyarakat.  Selama periode audit, tidak 

ditemukan adanya insiden kecelakaan 

dengan tingat berat dan sedang.  

Penanganan kecelakaan kerja ringan 

sudah dapat diatasi dengan standar 

penanggulangan pertama kecelelakaan 

kerja. 

 

13.  Indikator 3.2.1 : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan) 

 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

31 3.2.1.a 

Pekerja yang masih di 

bawah umur. 

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di 
bawah umur. 

Tidak ditemukan karyawan yang masuk 
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kategori dibawah umur atau diluar
ketentuan.

Pf. Artha Tunggal Mandiri memiliki
jumlah tenaga kerja 165 orang ditambah
tenaga sub-kontraktor berjumlah 60
orang.

Progres penambahan dan pengurangan
tenaga kerja selalu dilaporkan setiap
triwulan kepada pihak-pihak terkait seperti
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau. Dari catatan dokumen
ketenagakerjaan dan hasil wawancara
derigan bagian perconalia, tidak ada
teniga kerja yang berkategori dibawah
umur atau diluar ketentuan yang berlaku.

Keterangan :

M : Memenuhi
N/A : Not Applicable
TM : Tidak Memenuhi

@ Safharinda, 8 Maret 2018

@$jtf**noo 
Prima Karya

Ir Kumia
Elirektur


